GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-
2029;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor
3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah UndangUndang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);



Menetapkan :

10.

11,

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi
dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 204);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung Pemerintah (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 2);

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI

DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025-2029.



=3-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

L.
2
3.

Daerah adalah Provinsi Lampung.
Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Lampung.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar,
penvusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan
pemenuhan pelayanan dasar.

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM yang selanjutnya disebut RAD
Penerapan SPM adalah Dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan
arahan Daerah dalam Penerapan target SPM yang berhak diperoleh setiap
warga negara secara minimal.

BAB 11
RAD PENERAPAN SPM

Pasal 2

RAD Penerapan SPM Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan
sebagai:

a.

(2)

pedoman dan arahan dalam upaya Penerapan target, Penerapan sasaran
dan Penerapan mutu pemenuhan pelayanan dasar yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal; dan

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan,
monitoring, evaluasi, danpenyusunan dokumen perencanaan jangka
pendek dan jangka menengah.

Pasal 3
Dokumen RAD Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:
a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan SPM;
c. BAB III Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
d. BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
e. BAB V Kesimpulan dan Saran.

Rincian Dokumen RAD Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.



BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4
(1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi RAD Penerapan SPM.

(2) Monitoring dan evaluasi RAD Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh biro yang melakukan urusan pemerintahan.

(3) Pelaksanaan monitoring RAD Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulau atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Pelaksanaan evaluasi RAD Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan per triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
b. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18- 11 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL
Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18-11- 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
ttd

MARINDO KURNIAWAN
BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum, yd

—
Yudhi Alfadri, SH, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001




